
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tidak memiliki jamban memaksa keluarga miskin 
buang air besar sembarangan (BABS). Hal tersebut 
meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi kronis 
sehingga mengakibatkan terhambatnya 
pertumbuhan pada anak (stunting), yakni tinggi 
badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari 
standar usianya. Opsi kredit jamban keluarga 
tersedia bagi keluarga miskin yang belum mampu 
membangun sarana sanitasi dasar ini. Namun, 
kurangnya promosi dan karakter calon nasabah 
mengakibatkan sedikit lembaga keuangan yang 
menawarkan kredit jamban. Berbagi peran dengan 
stakeholders terkait untuk menerapkan fitur kredit 
yang lebih ‘ramah’ bagi keluarga miskin serta 
penyediaan insentif diharapkan dapat 
meningkatkan kepemilikan jamban melalui 
keterlibatan lembaga keuangan.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan

Permukiman (Pokja PKP)
3. Perseroan Terbatas (PT) Badan Kredit

Kecamatan (BKK) Jawa Tengah
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

(PD BPR) Jawa Tengah
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Kepemilikan jamban keluarga yang belum 
mencapai 100% dikarenakan belum tersedianya 
skema kepemilikan yang sesuai dengan 
kemampuan keuangan keluarga pra-sejahtera 
(Masnarivan & Arlina, 2020). Situasi demikian 
mengalami tantangan karena pemerintah 
daerah belum berperan secara optimal dalam 
penyediaan jamban.

UKURAN MASALAH
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 
sumber keuangan keluarga yang semakin 
berkurang sangat mungkin diprioritaskan untuk 
kebutuhan pangan dan sandang sehingga 
rata-rata mereka menunda pembuatan jamban. 
Tidak adanya fasilitas program kredit untuk 
pembuatan jamban menjadi hambatan untuk 
mempercepat target penyediaan jamban untuk 
MBR di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi 
Jawa Tengah. Berdasarkan data, di Kabupaten 
Wonosobo bahkan baru 40% warga yang sudah 
memiliki sarana sanitasi layak, yaitu toilet leher 
angsa yang terhubung ke tangki septik. 

Sementara di Kabupaten Karanganyar masih 
terdapat 2% yang perlu didorong untuk 
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
sanitasi yang saat ini digunakan (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 
n.d.). Bagan di bawah ini menunjukkan 
kepemilikan sarana sanitasi layak di 
kabupaten/kota di Jawa Tengah.

PERNYATAAN MASALAH
Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 
memiliki pengaruh besar terhadap kasus 
stunting di Indonesia (Desyanti & Nindya, 2017; 
Ningsih et al ., 2020), khususnya wilayah yang 
warganya belum memiliki jamban (Zahtamal et 
al ., 2020). Stunting sendiri adalah masalah 
kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup 
lama, sehingga mengakibatkan gangguan 
pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan 
anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari 
standar usianya. BABS di Jawa Tengah yang 

dipraktikkan oleh lebih dari 1,8 juta jiwa masih
berpotensi meningkatkan prevalensi stunting di 
provinsi ini yang masih berada di angka 27,2% 
(Sudikno et al ., 2019). Adapun lingkungan yang 
sudah bebas BABS masih berpotensi kembali 
BABS jika tidak setiap rumah memiliki jamban 
(Mukherjee, 2016).
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Dengan proporsi penduduk miskin terbanyak, 
Kabupaten Wonosobo sekaligus menjadi 
satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah dengan 
tingkat kepemilikan sarana sanitasi layak 
di bawah 50%. Warga yang belum memiliki 
sarana sanitasi layak rentan untuk kembali 

mempraktikkan BABS (Bhatt et al., 2019).
Sekalipun 95% desa di Jawa Tengah sudah bebas 

dari praktik BABS, masih terdapat 27% warga
yang belum memiliki sarana sanitasi layak. Hal 
ini membuat mereka rentan kembali berperilaku 
BABS. 

Demikian juga rendahnya kualitas tangki septik, 
yang merupakan salah satu ciri jamban belum 
permanen berisiko mencemarkan lingkungan, 
misalnya akibat kebocoran tangki septik 
(Achmad et al., 2020). Di tingkat dusun atau 
desa, risiko ini dapat berujung pada kejadian 
stunting dan berbagai penyakit berbasis 
lingkungan bagi warga sekitar jika tidak 
ditangani dengan baik. Bagan berikut 
menggambarkan prevalensi anak usia balita di 
Provinsi Jawa Tengah yang mengalami stunting.

Bagan 1. Akses sarana sanitasi layak Provinsi Jawa Tengah – Maret 2021

Bagan 2. Prevalensi Anak Balita Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
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Mengacu kepada SDGs, kredit kepemilikan 
sarana sanitasi layak merupakan terjemahan 
dari strategi nasional tahun 2025-2030 untuk 
meningkatkan akses sanitasi layak hingga 100% 
termasuk 53,71% akses sanitasi aman 
(Kementerian PPN/Bappenas, 2019). 
Memastikan semua warga memiliki sarana 
sanitasi layak merupakan salah satu pra-syarat 
bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan 
akses sanitasi aman. Selanjutnya, setiap 
tambahan nasabah yang mengakses kredit 
sanitasi berkontribusi meningkatkan akses 
terhadap layanan perbankan, dengan demikian 
menuju pencapaian target 8.10 pada SDG bagi 
semua warga (Kementerian PPN/Bappenas, 
2020). 

FAKTOR PENYEBAB 

Beberapa lembaga keuangan milik daerah 
memang sudah menawarkan kredit jamban. 

Namun, sejumlah besar lainnya masih 
belum mengembangkan produk kredit air dan 
sanitasi sebagai peluang untuk memperluas 
jangkauan pasar. Padahal sebagai milik 
pemerintah, LK daerah seperti BKK harus 
berbagi mandat dengan kepala daerah 
guna melaksanakan agenda pembangunan 
yang telah ditetapkan. Kurangnya promosi 
maupun model kerjasama pemerintah 
dengan swasta untuk mencapai target 
pembangunan merupakan salah satu 
kendala, disamping memang adanya 
ketidakpahaman LK terhadap isu pembangunan 
sektor sanitasi. Perihal kurangnya promosi 
pelibatan lembaga keuangan baik milik daerah 
maupun swasta dapat dikaitkan dengan 
persepsi masyarakat yang menganggap 
pembangunan jamban sebagai bantuan 
pemerintah sehingga dianggap sebagai 
pemberian. Persepsi demikian semakin berisiko 
jika lembaga keuangan milik daerah seperti BKK 
bisa tampil sebagai pelaku utama dalam skema 
pembiayaan sarana sanitasi layak tanpa 
didampingi stakeholders lainnya.

Prevalensi anak balita stunting di Jawa Tengah 
berada dalam kisaran 17,4%  di Kabupaten 
Wonogiri hingga 37,6% di Kabupaten Wonosobo 
(Sudikno et al ., 2019). Dari 10 kabupaten 
dengan cakupan sarana sanitasi layak 
terendah, 4 di antaranya mencatatkan 
prevalensi anak balita stunting antara 31,4% 
– 37,6%.  Dari sejumlah penyebab stunting,
pencemaran lingkungan yang disebabkan
oleh praktik BABS maupun rendahnya
kualitas sarana jamban merupakan faktor
risiko utama yang secara tidak langsung
memengaruhi status gizi anak balita
(Kementerian PPN/Bappenas & UNICEF, 2017).
Dengan demikian, penyediaan sarana jamban
yang memenuhi kriteria kesehatan lingkungan
layak yang merupakan intervensi gizi sensitif
pencegahan stunting layak mendapat perhatian
serius.  Hal ini dilakukan agar keluarga miskin
dapat memiliki sarana sanitasi yang layak. Oleh
karena itu, mereka membutuhkan alternatif
cara untuk memiliki jamban selain melalui
pembelian secara tunai.

Beberapa lembaga keuangan (LK) milik provinsi 
maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah 
menawarkan kredit air dan sanitasi, termasuk 
pembiayaan pembuatan jamban kepada 
nasabahnya. Bisa dilihat sebagai contoh yang 
sudah terlaksana, Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 
(PD BPR BKK) Purwodadi sukses menyalurkan 
tidak kurang dari 12.000 kredit air dan 
sanitasi (PD BPR BKK Purwodadi, 2018). 
Namun inovasi yang sama belum banyak 
diikuti oleh seluruh kabupaten lainnya.

Jika potensi kontribusi LK tidak mengarah 
untuk mendukung program pembangunan 
tersebut, bukan tidak mungkin agenda 
pembangunan sanitasi menjadi terhambat di 
tengah keterbatasan anggaran pemerintah 
untuk sektor ini. Pelibatan LK juga akan menjadi 
katalisator untuk mencapai sasaran 6.2 
Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu 
akses sanitasi. 
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Iklim usaha belum mendukung pelibatan 
lembaga keuangan, khususnya yang 
menyangkut kategori sebagai kredit investasi 
dan jaminan kredit, serta insentif bagi mitra 
perbankan. Risiko pengembalian pinjaman ikut 
menentukan tingkat bunga yang dibebankan 
kepada nasabah, semakin tinggi risiko semakin 
mahal biaya bunga. Saat ini, kredit jamban 
ditawarkan sebagai kredit konsumtif, bukan 
kredit produktif atau investasi yang didukung 
oleh kemudahan, baik akses maupun tingkat 
bunga yang lebih rendah. Lembaga keuangan 
penyalur pun belum mendapatkan insentif atas 
partisipasi pembangunan sektor sanitasi 
melalui pembiayaan jamban.

Berdasarkan faktor penyebab serta  kendala yang telah dipaparkan di atas, berikut adalah 
rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan kepemilikan sarana sanitasi layak di 
Provinsi Jawa Tengah

1. Promosi pelibatan lembaga keuangan milik daerah dengan menawarkan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembiayaan sanitasi melalui asosiasi bank milik daerah. Promosi diharapkan
dapat menjaring minat lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memasarkan produk
kredit jamban. Kegiatan ini tidak membawa risiko karena biaya dapat disesuaikan dengan skala
dan kegiatan yang dipilih.

2. Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga keuangan terhadap isu-isu pembangunan sektor
sanitasi, khususnya yang terkait pembiayaan jamban. Opsi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi
dengan lembaga pembangunan yang bekerja di sektor sanitasi.

3. Fasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan lembaga jaminan kredit milik daerah
(Jamkrida) untuk mengalokasikan risiko atas pinjaman kepada nasabah miskin yang tidak
memiliki agunan.

4. Menerapkan kemudahan dan fitur-fitur kredit yang atraktif. Sebagai contoh, adanya kerjasama
antara lembaga keuangan dengan pemerintah desa, subsidi bunga – untuk kredit jamban.

5. Pemberian insentif bagi lembaga keuangan yang menyalurkan kredit jamban, baik berupa
penempatan dana maupun apresiasi atas pencapaian lembaga. Minimalisasi risiko dapat
dilakukan dengan memastikan kriteria pemberian insentif maupun penilaian yang transparan.
Biaya untuk realisasi opsi ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; sementara reward
nonfinansial yang dirancang dengan baik seringkali tidak kalah efektif dengan yang finansial.

Sementara di tingkat provinsi dan nasional, 
pelibatan lembaga keuangan untuk 
pembangunan sanitasi masih sebatas 
himbauan, belum difasilitasi secara intensif. 
Sekalipun diakui sebagai salah satu sumber 
pembiayaan, namun hampir belum ada 
kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi 
yang secara terarah memfasilitasi pelibatan LK. 
Lembaga keuangan yang sudah menawarkan 
kredit jamban juga menghadapi risiko 
pengembalian kredit tidak lancar karena calon 
nasabah tidak memiliki agunan. Kondisi calon 
nasabah yang sebenarnya tidak layak 
mendapatkan pinjaman kredit bank menjadi 
dilema ketika lembaga keuangan 
mengembangkan produk kredit jamban 
sehingga meskipun akan menjangkau pangsa 
yang lebih besar namun risiko yang mereka 
hadapi pun tidak kecil.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
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